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Mengingat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021, serta adanya
perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor S5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);



Menetapkan

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah

Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 78), diubah sebagaimana dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Juli 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
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BAB | - PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PERAN STRATEGIS RKPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi. RKPD dimaksud adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan,
proses dan muatan substansi dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo
Tahun 2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena :

a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program
kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah;

b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD);

c. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
dan rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

d. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
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e. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat
diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini merupakan penjabaran Tahun Kedua dari
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD
dimaksud, Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2021 vyaitu “Penyiapan
Kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo Menuju Pembangunan Ekonomi yang
Berdaya Saing”. Tema pembangunan dimaksud kemudian disinkronkan dengan prioritas dan
kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Hasil dari
sinkronisasi kebijakan dalam RKPD dimaksud kemudian ditindaklanjuti melalui Verifikasi dan
Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut
kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD dengan
program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang
indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas
telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah terkait.

Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk
mewujudkan tema pembangunan Tahun 2021 tersebut secara optimal dalam bentuk
program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kota Probolinggo
Tahun 2021 beserta perubahannya. Patut disadari bahwa dengan penetapan tema
pembangunan dan program prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian agenda yang
perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2021. Dalam kerangka perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini
menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
program kegiatan Perangkat Daerah. Dalam kerangka penganggaran, RKPD beserta
perubahannya merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Kota Probolinggo
Tahun 2021 beserta perubahannya. Mengingat Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan
pasca Bencana Nasional dan Internasional dari Pandemik Covid-19, maka prioritas dan arah
kebijakan pembangunan Tahun 2021 juga diarahkan untuk Reformasi Sosial dan

Pemulihan Ekonomi.

1.1.2. URGENSI PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD

berkenaan; dan/atau
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b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan adanya krisis global akibat bencana non alam dari Pandemi Covid-19 mulai
awal Tahun 2020 dan masih berlangsung hingga Tahun 2021 ini, maka masih terdapat
kebijakan nasional yang ditetapkan dengan mengacu pada usaha peningkatan usaha
penanganan covid-19 serta percepatan pemulihan pasca pandemi. Salah satu kebijakan
yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran yaitu Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Pandemi Corona Virus
Disease-19 (Covid-19) dan Dampaknya. Dengan adanya peraturan dimaksud,
maka terdapat penyesuaian perencanaan dan penganggaran keuangan di daerah yang
terkait dengan :

a. Perubahan alokasi DAU kabupaten / kota yang ditetapkan secara proporsional.
Dimana untuk Kota Probolinggo ditetapkan sebesar Rp. 430.613.654.000, 00 yang
berkurang sebesar Rp. 14.247.732.000, 00 dari pagu DAU awal yang ditetapkan pada
APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 444.861.386.000, 00 ;

b. Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten / kota. Dimana untuk
Kota Probolinggo ditetapkan sebesar Rp. 57.922.262.000, 00 dengan selisih
Rp. 270.830.000, 00 dari pagu DAK awal yang ditetapkan pada APBD Induk
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 58.193.092.000, 00. Perubahan dimaksud
khususnya untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian ;

c. Masing-masing daerah waijib untuk menyediakan dukungan dana sebesar 25% dari
Dana Transfer Umum (DTU) untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah
(PED) yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan
publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah
termasuk pembangunan sumberdaya manusia dukungan pendidikan. Penggunaannya
diarahkan, termasuk tapi tidak terbatas pada : Perlindungan Sosial (proporsi paling
tinggi 20%) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (proporsi paling tinggi 15%).
Pelaporan realisasi PED dimaksud setiap triwulan diserahkan kepada Kementerian
Keuangan dan akan digunakan sebagai syarat salur DAU ke daerah ;

d. Masing-masing daerah wajib untuk menyediakan dukungan dana sebesar 8% dari Dana
Transfer Umum (DTU) untuk Belanja Kesehatan Penanganan Covid-19 dan belanja
prioritas lainnya yang digunakan untuk :

» Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, meliputi : dukungan operasional untuk
pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan
pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan dan penyediaan tempat penyimpanan
vaksin ke fasilitas kesehatan, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka
pelaksanaan vaksinasi ;

» Dukungan Kelurahan dalam penanganan Covid-19 untuk kegiatan Pos Komando
Tingkat Kelurahan ;

> Insentif Tenaga Kesehatan Daerah untuk Penanganan Covid -19 ;
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» Belanja Kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
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Selain itu juga terdapat 9 (Sembilan) Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang hasil pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk Dana Khusus (DAK,
DBHCHT dan DID) sebagai berikut :

a. Tanggal 5 Februari 2021 Nomor : 906/923/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK
Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID ;

b. Tanggal 16 Februari 2021 Nomor : 906/1351/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK fisik bidang Pendidikan, Sanitasi, dan
Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik jenis Data Pelayanan perlindungan Perempuan
dan Anak ;

c. Tanggal 25 Februari 2021 Nomor : 906/1622/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Nonfisik Jenis Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Museum dan taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana
Pelayanan Administrasi  Kependudukan ;

d. Tanggal 12 Maret 2021 Nomor : 906/1926/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Nonfisik Jenis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler ;

e. Tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 906/2106/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Nonfisik Jenis Dana Ketahanan
Pangan dan Pertanian TA. 2021 ;

f. Tanggal 19 April 2021 Nomor : 440/2757/KEUDA Perihal Hasil Pemetaan (Mapping)
dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4241 ;

g. Tanggal 20 April 2021 Nomor : 906/2805/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Kepariwisataan TA.2021 ;

h. Tanggal 28 April 2021 Nomor 906/3017/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK
Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan
Kesetaraan TA. 2021 ;

i. Tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 906/3155/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan
Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
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pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu

Pengawasan Obat dan Makanan TA. 2021.
Sebagai tindak lanjut dari Surat edaran Kementerian Dalam Negeri dimaksud maka masing-
masing kabupaten perlu melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub
kegiatan yang diperuntukkan bagi Dana Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran

Kementerian Dalam Negeri dimaksud, maka telah dilakukan refocusing dan realokasi
anggaran belanja daerah Kota Probolinggo serta penyesuaian peruntukan nomenklatur
program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota
tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Probolinggo Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Perubahan Penjabaran Pertama (Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021)
mengakomodir hasil refocusing dan realokasi anggaran Dana Transfer Umum untuk
Penanganan Covid-19, serta penyesuaian alokasi DAU ;

b. Perubahan Penjabaran Kedua (Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2021)
mengakoodir penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang
diperuntukkan bagi Dana Khusus (DAK, DBHCHT dan DID) serta penyesuaian pagu
anggaran definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur ;

c. Perubahan Penjabaran Ketiga (Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021)
mengakomodir penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang
diperuntukkan bagi Dana Khusus pada RSUD Dr Moh Saleh serta penyesuaian
peruntukan SILPA DAK pada DKUPP.

Mengacu pada hasil audit BPK terhadap pertanggungjawaban Laporan Keuangan
APBD Kota Probolinggo Tahun 2020 terkait perhitungan SILPA TA.2020 yang harus
digunakan untuk Tahun Berjalan pada TA. 2021 serta hasil penyesuaian APBD TA.2021
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD
TA.2021, maka perlu untuk segera disusun Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021
yang terkait dengan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran serta target kinerja daerah

pada sisa tahun anggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590) ;
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14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
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Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 — 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;

17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5) ;

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun
2019 — 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6) ;

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14) ;

22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2021 ;

23. Peraturan Walikota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

24. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

25. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

26. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Walikota Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu

kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses penyusunan RKPD
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Kota Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya juga memperhatikan rencana
pembangunan ditingkat nasional maupun provinsi. Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya juga memiliki hubungan dengan RKP
Nasional dan RKPD Provinsi JawaTimur beserta perubahannya. Selain itu, RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya ini juga berkaitan dengan beberapa
perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri antara lain RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 beserta perubahannya yang saat ini disusun bersamaan dengan penyusunan
Perubahan RKPD Tahun 2021, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 beserta
perubahannya, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat
dilihat pada Gambar 1.2. sedangkan keterkaitan antara RKPD beserta perubahannya

sebagai dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.3.
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Gambar 1. 2 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran
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RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya mengacu berbagai
substansi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan,
sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak
pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota
Probolinggo beserta perubahannya. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada
RPJMD Kota Probolinggo sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika
nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus
diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya juga harus mengacu
berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur beserta perubahannya. Dalam
menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur,
RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota
Probolinggo. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar
dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Wilayah Kota
Probolinggo yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, sangat
perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota
atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 beserta perubahannya merupakan Tahun Kedua dari Tahun
Rencana RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024 yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019. Keterkaitan kedua dokumen perencanaan
ini berupa penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program
perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Mengingat penyusunan Perubahan
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini disusun bersamaan dengan penyusunan Perubahan
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 20219-2024, maka tetap dilakukan sinkronisasi dengan
Rancangan Perubahan RPJMD dimaksud.

Perubahan RKPD Kota Probolinggo tahun 2021 menjadi pedoman bagi penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Meskipun RKPD menjadi pedoman
penyusunan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam
penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat
RKPD Kota Probolinggo dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi.

Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional,
Provinsi maupun kota, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 juga mengacu kepada RTRW
Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata
ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2021 serta indikasi program
strategis perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2021 beserta perubahannya agar nantinya
mendapatkan prioritas pendanaan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat
Kota Probolinggo.
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bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana
penganggaran, Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 menjadi dasar bagi
penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2021 yang
nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan
Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 ini adalah
untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah, khususnya dalam rangka
menghadapi situasi penanganan Pandemi Covid-19 serta usaha Percepatan Pemulihan
Ekonomi Daerah yang diperlukan upaya penanganan khusus dan penyesuaian rencana
pembangunan dan penganggaran daerah.

Menimbang maksud tersebut, maka penyusunan Perubahan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2021 memiliki tujuan sebagai:

a. Acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021;

b. Pedoman dalam menyusun penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah ;

c. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo di
Tahun 2021.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN

Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika

sebagai berikut: :

BAB| PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan
antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
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1.3. Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD
Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD
bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan
RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan

bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah hingga Semester 1 Tahun 2020 yang telah berjalan. Evaluasi meliputi seluruh
program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan waijib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan
dan realisasi target capaian kinerja program tahun berjalan terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan
dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta
permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kota Probolinggo
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada

Tahun Rencana.
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BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan

dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(Perubahan RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana

Program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian penyesuaian
target kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIl PENUTUP
Menegaskan bahwa Perubahan RKPD Kota Tahun 2021 merupakan acuan
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun 2021.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Y /
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB Il - GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP

Probolinggo — Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari

tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat

Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43'41” sampai 7°49'04”

Lintang Selatan dan 113°10’ sampai dengan 113°15’ Bujur Timur. Secara administrasi, Kota

Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi

sebagai berikut :
- Sebelah Utara
- Sebelah Timur

- Sebelah Selatan :

- Sebelah Barat

Selat Madura
Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)

Kecamatan

Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih

(Kabupaten Probolinggo)

Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
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Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo
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2.1.1.2. Topografi
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Kota Probolinggo berada pada ketinggian antara 0 sampai 12,5 mdpl seluas
1.343,70 ha, ketinggian 12,5-25 mdpl seluas 1.750,50 ha, ketinggian 25-37,5 mdpl seluas
1.475,70 mdpl, ketinggian 37,5-50 mdpl seluas 838,16 mdpl, dan ketinggian >50 mdpl seluas

96,08 mdpl. Dengan kelerengan 0 — 2% dapat dikatakan Kota Probolinggo memiliki wilayah

yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan

budidaya. Secara kewilayahan wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Madura memiliki

ketinggian 0 — 12,5 mdpl dan beberapa kawasan di wilayah selatan memiliki ketinggian di

atas 50 mdpl.

Tabel 2. 1 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Topografi (mdpl)
Jumlah
e | EEEREED | 12525 | 25-375 |37.5-50 | >50 (Ha)
Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl Mdpl
1 | Kademangan 391,96 516,36 359,62 102,08 30,98 | 1.401,00
2 | Wonoasih 2,63 149,12 576,64 347,79 3,06 | 1.079,24
3 | Mayangan 830,73 147,38 0,00 0,00 0,00 978,11
4 | Kanigaran 118,39 742,10 4,71 0,00 0,00 865,20
5 | Kedopok 0,00 195,53 534,73 388,30 62,04 | 1.180,59
Jumlah 1.343,70 1.750,50 1.475,70 838,16 96,08 | 5.504,14
Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2020
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Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo
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2.1.1.3. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman
quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium). Bahan
induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary
volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo seluas 3.580,24 Ha atau sekitar

65,05% dari luas wilayah, jenis batuan aluvium seluas 1.923,91 Ha atau sekitar 34,95%,

tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.

Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

N Jenis Batuan (geologi) Total
o Kecamatan
Alluvium | Young Quarternary Volcanic (Ha)
1 Kademangan 694,43 706,57 | 1.401,00
2 Wonoasih 75,94 1003,30 | 1.079,24
3 | Mayangan 941,03 37,07 978,11
4 Kanigaran 212,50 652,70 865,20
5 | Kedopok 0,00 1.180,59 | 1.180,59
Jumlah 1.923,91 3.580,24 | 5.504,14

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2020
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Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo

2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol.

Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial

kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota

Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota.

Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks

grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya.

Jenis tanah Aluvial hidromorf seluas 787,87 ha, aluvial kelabu tua seluas 1.353,80

ha, aluvial coklat kekelabuan seluas 3.179,15 ha, komplek grumosol Hitam dan Litosol seluas

65,45 ha, regosol coklat seluas 117,88 ha. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat

baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan

untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini

mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.

Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Tanah
. Aluvial Aluvial Komplek Jumlah
RO || NOEETIEE yvial | Kelabu | Coklat Grumosol | Re90Sel | ()
Tua Kekelabuan | Hitam & Litosol

1 | Kademangan 217,81 383,87 743,66 0,00 55,67 | 1.401,00
2 | Wonoasih 0,00 0,00 1027,84 51,40 0,00 | 1.079,24
3 | Mayangan 570,06 408,05 0,00 0,00 0,00 978,11
4 | Kanigaran 0,00 547,96 303,20 14,05 0,00 865,20
5 | Kedopok 0,00 13,92 1104,46 0,00 62,21 | 1.180,59
Jumlah 787,87 | 1.353,80 3.179,15 65,45 117,88 | 5.504,14

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Probolinggo, 2020
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Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

2.1.1.5. Klimatologi

Berdasarkan data BPS (2021) dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota
Probolinggo, pada Tahun 2020 terpantau hujan turun hampir setiap bulan kecuali pada bulan
September dengan curah dan hari yang bervariasi. Curah hujan dan hari hujan tertinggi

adalah bulan Januari dan Februari.

Tabel 2. 4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Probolinggo Tahun 2020

Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Stasiun Pengamatan

Triwung Kidul | Kademangan Pakistaji Probolinggo Rata-Rata
T | v | G| v | G| o | G| | Gt | o

(mm) ujan (mm) Hujan (mm) Hujan (mm) Hujan (mm) Hujan
1 | Januari 417 17 212 15 214 15 262 14 276 15
2 | Februari 458 16 397 17 391 19 117 17 341 17
3 | Maret 141 16 111 15 150 16 148 7 138 14
4 | April 110 16 128 12 148 11 122 8 127 12
5 | Mei 313 8 264 8 170 9 0 3 187 7
6 | Juni 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
7 | Juli 19 2 19 2 20 3 0 0 15 2
8 | Agustus 58 1 44 1 12 1 0 0 29 1
9 | September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 21 4 28 4 49 4 0 2 25 4
11 | November 256 8 248 8 139 9 0 7 161 8
12 | Desember 144 12 98 14 182 12 0 10 106 12

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2021
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